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Abstrak

Collaborative governance merupakan konsep kerjasama antar pemangku kepentingan
yang dapat meningkatkan efektivitas pengembangan pariwisata. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis pelaksanaan collaborative governance dan mengkaji Kriteria
keberhasilan collaborative governance dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa
Ruci Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Teori yang digunakan
dalam penelitian ini adalah model collaborative governance Ansell dan Gash serta teori
Edward DeSeve. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek
penelitian ini adalah para pemangku kepentingan, yang informasi diambil dengan teknik
purposive sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang
digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat aktor dalam kolaborasi pengembangan
pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang, yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Purworejo, Pemerintah Desa Jatimalang, Kelompok Sadar Wisata
Dewa Ruci dan swasta/pelaku usaha kuliner. Kondisi awal dan kepemimpinan dalam
kolaborasi pengembangan pariwisata sudah berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat
banyak masalah terkait desain institusional dan dalam proses kolaboratif yang
menunjukkan permasalahan pada komitmen yang kurang kuat dan pemahaman bersama
para pemangku kepentingan yang masih lemah. Kriteria keberhasilan dalam kolaborasi
pengembangan pariwisata, yakni network structure, trust to the among participants,
distributive accountability, information sharing dan acces to ressources, sedangkan
yang bukan kriteria keberhasilan, yaitu commitment to a common purpose, governance
dan acces to authority.

Kata Kunci : Collaborative governance, Pemangku Kepentingan, Pengembangan
Pariwisata
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Abstract

Collaborative governance is a concept of cooperation between stakeholders that can
increase the effectiveness of tourism development. This study aims to analyze the
implementation of collaborative governance and examine the success criteria of
collaborative governance in developing tourism at Dewa Ruci Jatimalang Beach,
Purwodadi District, Purworejo Regency. The theory used in this study is Ansell and
Gash's collaborative governance model and Edward DeSeve's theory. This research
uses descriptive qualitative method. The subject of this research is stakeholders, from
whom information was collected using purposive sampling and snowball sampling
techniques. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation
and documentation studies. The analysis technique used is data reduction, data
presentation and conclusion. The results showed that there were four actors in the
collaborative development of Jatimalang Dewa Ruci Beach tourism, namely the Youth,
Sports and Tourism Office of Purworejo Regency, the Jatimalang Village Government,
the Dewa Ruci Tourism Awareness Group and the private sector/culinary entrepreneurs.
the initial conditions and leadership in tourism development collaboration have gone
well, but there are still many problems related to institutional design and in
collaborative processes indicating problems in a lack of strong commitment and shared
understanding of stakeholders that is still weak. The criteria for success in tourism
development collaboration are network structure, trust to the among participants,
distributive accountability, information sharing and access to resources, while those
that are not success criteria are commitment to a common purpose, governance and
access to authority.
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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan
banyak keindahan alam. Flora, fauna dan
multikulturalisme yang ada membuat
Indonesia semakin unik. Potensi yang
begitu besar mempengaruhi
keberagaman pariwisata di Indonesia.
Pariwisata adalah salah satu sektor
industri terbesar di tingkat global yang
saling berhubungan dengan semua sektor
kehidupan lainnya, yakni ekonomi,
sosial, budaya, lingkungan dan politik.
Jika manajemen diterapkan dengan baik,
industri  pariwisata memiliki potensi
untuk meningkatkan dan mendorong
pembangunan, membuka peluang usaha
baru, menciptakan peluang kesempatan
kerja dan  meningkatkan  sumber
pendapatan masyarakat maupun
pemasukan daerah.

Unsur-unsur pariwisata menurut
Kurniawan (dalam Motoh, dkk., 2015)
adalah atraksi, transportasi, akomodasi,
fasilitas dan infrastruktur yang masih
merupakan  bagian  dari  aktivitas
pariwisata. Industri sektor pariwisata
menjadi sumber utama devisa negara
karena Indonesia memiliki berbagai jenis
pariwisata yang tersebar di setiap daerah
dan menjadi daya tarik tersendiri bagi
wisatawan, seperti wisata alam, wisata
sosial maupun wisata budaya (Mashudi
& Fauziah, 2019).

Otonomi daerah yang diatur dalam
Undang-undang No. 23 tahun 2014
tentang Pemerintah  Daerah  yang
didalamnya terdapat pemberian
kesempatan yang seluas-luasnya kepada
daerah oleh Pemerintah Daerah untuk
melakukan inovasi guna membangun



daerahnya. Undang-undang tersebut
membawa pengaruh terhadap
peningkatan  tanggung jawab dan

tuntutan untuk mengeksplorasi serta
mengoptimalkan potensi-potensi sumber
daya, khususnya sumber daya pariwisata
yang dimiliki setiap wilayah dalam
rangka mendukung proses pembangunan
di daerah.

Indonesia  merupakan  negara
kepulauan sehingga pariwisata sektor
bahari tersebar di seluruh pulau
Indonesia. Nurisyah (dalam Rif’an, 2018)
mengungkapkan mengenai wisata bahari
yang merupakan bentuk pariwisata
dengan mengoptimalkan dan
memanfaatkan  potensi  lingkungan
pesisir dan laut, baik melalui aktivitas
langsung, seperti memancing, berenang
dan menyelam maupun melalui aktivitas
tidak langsung, seperti menikmati
pemandangan dan  suasana laut.
Indonesia memiliki potensi yang besar
dalam sektor pariwisata pantai dan
menjadi pendukung kegiatan ekonomi
dalam menunjang pendapatan negara.

Salah  satu  provinsi  yang
menawarkan wisata yang beragam
adalah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi
Jawa Tengah memiliki luas 34.548 km?
atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa
(Mustofa dan Haryati, 2018). Jawa
Tengah memiliki potensi pariwisata
yang beragam jenis, khususnya potensi
dalam pengembangan sektor pariwisata
pantai yang ada di pantai utara (pantura)
dan pantai selatan (pansel). Salah satu
daerah di bagian selatan Jawa Tengah
memiliki potensi pariwisata pantai yang
sangat menarik, yakni Kabupaten
Purworejo.

Kabupaten Purworejo merupakan
kabupaten yang berada di wilayah
administratif Provinsi Jawa Tengah
bagian selatan. Keunikan pantai di
Kabupaten Purworejo terletak pada garis
pantai yang membentang dari timur ke
barat dengan jenis tanah berpasir

kehitam-hitaman. Salah satu pariwisata
pantai yang potensial di Kabupaten
Purworejo adalah Pantai Dewa Ruci

Jatimalang.
Pantai Dewa Ruci Jatimalang
memiliki  kondisi pantai yang baik

dengan pemandangan yang indah. Pantai
Dewa Ruci Jatimalang merupakan salah
satu dari 4 prioritas yang di-branding
akan dua hal, yakni kuliner dan tempat
penyelenggaran event skala nasional
(diakses pada 4 Januari melalui
https://setda.purworejokab.go.id). Salah
satu fokus pengembangan pariwisata
Kabupaten Purworejo dalam RPJMD
2021-2026 adalah rencana implementasi
pengembangan  destinasi  pariwisata
berkelas internasional di Pantai Dewa
Ruci Jatimalang. Pantai Dewa Ruci
Jatimalang yang berada di Kecamatan
Purwodadi merupakan salah satu pantai
yang memiliki potensi bahari. Pada
2001-2005 dilaksanakan pembangunan
kawasan Kabupaten Purworejo dalam
proyek  masterplan yang  disebut
Kawasan Bahari Terpadu (KBT) (Yovita,
dkk., 2015).. Dalam hal ini, Pantai Dewa
Ruci  merupakan perwujudan dari
pembangunan sektor wisata bahari di
Pantai Selatan Pulau Jawa dalam
program KBT.

Pantai Dewa Ruci yang terletak
di Desa Jatimalang nampak memiliki
masalah sebagai daerah tujuan wisata.
Pengembangan  kawasan  pariwisata
Pantai Dewa Ruci Jatimalang belum
terlaksana dengan baik yang tercermin
dari infrasturktur pendukung pariwisata
yang belum memadai serta dukungan
aktivitas masyarakat terhadap sektor
pariwisata yang masih minim (Setiawan,
2015). Selain itu, pengembangan
pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang
masih  menemui berbagai tantangan
dalam pelaksanaannya, terutama
minimnya transportasi umum untuk
mendukung akses menuju objek wisata,
keterbatasan  sumber daya dalam
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pengembangan  pariwisata. Kegiatan
promosi dengan pemanfaatan teknologi
masih ~ belum  dilakukan  karena
masyarakat belum bisa memanfaatkan
media sosial atau website secara
berkelanjutan. ~ Komunikasi  antara
pedagang, masyarakat dan pemerintah
tentang pentingnya menjaga lingkungan
serta pemanfaatan pengelolaan
pariwisata berkelanjutan masih kurang
efektif sehingga kesadaran masyarakat
akan pengembangan dan pengelolaan
pariwisata masih rendah (Yovita, dkk.,
2015). Kunjungan wisatawan lokal
maupun wisatawan asing pada Pantai
Dewa Ruci Jatimalang dapat dilihat pada
Tabel 1, berikut informasi mengenai data
kunjungan wisatawan pada pariwisata
Pantai Dewa Ruci Jatimalang :

Tabel 1
Data Kunjungan Wisatawan
Pariwisata Pantai Dewa Ruci
Jatimalang Tahun 2016-2021

Tahun | Wisata | Wisata Jumlah
wan wan
Asing Lokal
2016 - 156.230 | 156.230
2017 7 132.757 | 132.764
2018 32 144998 | 145.030
2019 - 143.400 | 143.400
2020 21 181.564 | 181.585
2021 - 166.956 | 166.956

Sumber : Dinas Kepemudaan, olahraga
dan Pariwisata Kabupaten Purworejo

Keputusan masyarakat dalam
melakukan perjalanan wisata bermula
dari keinginan untuk mengapresiasi
keindahan suatu objek pariwisata
sehingga industri  pariwisata harus
dikelola dan dikembangan bersama-sama

oleh berbagai pihak atau bersifat
collaborative governance. Collaborative
governance menurut Ansell and Gash
(dalam Arrozaaq, 2016) merupakan
model baru dari strategi pemerintah yang
memungkinkan  berbagai pemangku
kepentingan atau stakeholders untuk
bekerja sama dalam satu forum dan
bertujuan untuk memecahkan
permasalahan yang tidak dapat dihadapi
oleh pemerintah. Konsep tata kelola
kolaboratif merupakan suatu alternatif
yang dianggap mampu mempercepat dan
mengimplementasikan  pengembangan
kawasan pariwisata.

Berbagai pemangku kepentingan

seharusnya melakukan kerja sama
melalui  tahapan-tahapan  kolaborasi
dalam  rangka  mencapai  tujuan

pengembangan pariwisata yang baik di
kawasan Pantai Dewa Ruci Jatimalang.
Terlebih di era globalisasi saat ini,
daerah harus mampu bersaing untuk
memikat wisatawan, investor, dan
pemangku kepentingan lain  guna
meningkatkan pendapatan asli daerah
(Santoso & Djumiarti, 2020).
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya
tentang kolaborasi dalam pengembangan
pariwisata  oleh  Sinaga  (2021)
menjelaskan mengenai pengembangan
pariwisata  dibutuhkan  pengelolaan
kolaboratif karena pariwisata memiliki
karakteristik multidimensi. Penelitian
yang dilakukan oleh Syahputra (2020) di
Pantai Serang Kabupaten Blitar juga

menjelaskan bahwa dengan
collaborative governance dapat
menyelesaikan berbagai permasalahan
yang terjadi dalam proses

pengembangan pariwisata. Hal tersebut
sejalan  dengan  penelitian  yang
dilaksanakan oleh Silayar (2021) tentang
kolaborasi dalam pengembangan
pariwisata di Kepulauan Sula. Belum
terdapat penelitian tentang collaborative
governance pada Pantai Dewa Ruci
Jatimalang ini, melainkan baru terdapat



penelitian  tentang pengembangan
potensi wisata bahari dan optimalisasi
wisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif yang menghasilkan
data dalam bentuk deskriptif seperti,
tulisan dan tingkah laku subjek yang
diamati. Metode penilitan kualitatif
menggambarkan kondisi riil dengan
menekankan pada pemaparan hasil
temuan di lapangan dan menganalisis
secara mendalam. Situs penelitian ini di
Pantai Dewa  Ruci Jatimalang,
Kecamatan  Purwodadi  Kabupaten
Purworejo. Penentuan informan dalam
penelitian ini dengan teknik purposive
sampling dan snowball sampling.
Sumber data yang digunakan, yakni data
primer dengan wawancara langsung
terhadap informan dan  observasi
sedangkan data sekunder yang diperoleh
dari jurnal, hasil penelitian terdahulu.
Analisis dan interpretasi data
menggunakan analisis data kualitatif
dengan beberapa tahap, yaitu reduksi
data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan yang menggunakan
triangulasi sumber dalam pengujian
kualitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Collaborative governance dalam
Pengembangan Pariwisata Pantai
Dewa Ruci Jatimalang
Collaborative  governance  menurut
Ansell dan Gash (dalam Astuti, dkk.,
2020:134) merupakan suatu metode
pengelolaan pemerintah dengan
melibatkan secara langsung pemangku
kepentingan di luar instansi pemerintah,
yang memiliki orientasi musyawarah dan
kesepakatan bersama dalam
pengambilan keputusan yang dilakukan
dengan tujuan implementasi program
dan kebijakan publik. Collaborative
governance yang ada dalam

pengembangan pariwisata Pantai Dewa
Ruci Jatimalang melibatkan beberapa
aktor, antara lain Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Purworejo, Pemerintah Desa Jatimalang,
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
Dewa Ruci dan swasta atau pelaku usaha
kuliner. Ansell dan Gash
mengungkapkan bahwa collaborative
governance terdapat empat aspek, yaitu
kondisi awal, kepemimpinan, desain
kelembagaan dan proses kolaboratif
(Astuti, dkk., 2020:76).

1. Kondisi Awal

Kondisi awal collaborative governance
didukung oleh potensi wisata yang ada
di Pantai Dewa Ruci Jatimalang. Seluruh
pemangku  kepentingan  menyadari
bahwa pekerjaan dalam pengembangan
pariwisata khususnya Pantai Dewa Ruci
Jatimalang tidak dapat dilakukan sendiri
sehingga membutuhkan kerja sama atau
kolaborasi dari berbagai pihak. Pantai
Dewa Ruci Jatimalang memiliki potensi
sumber daya alam untuk dikembangkan,

sedangkan Dinporapar memiliki
pengetahuan yang cukup untuk diberikan
kepada masyarakat terkait

pengembangan pariwisata. Oleh karena
itu, para pemangku  Kkepentingan
berkolaborasi untuk saling melengkapi
dan mencapai tujuan bersama.

2. Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam  collaborative
governance pengembangan pariwisata
Pantai Dewa Ruci Jatimalang
dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Purworejo. Aspek pemberdayaan atau
upaya memberikan bimbingan kepada
para pemangku kepentingan sudah
dilaksanakan oleh Dinporapar berupa
pelatihan kebersihan lingkungan, sanitasi
dan pengelolaan sampah yang bertujuan
untuk memaksimalkan potensi kuliner
seafood sebagai komoditi unggulan yang



menarik wisatawan, pentingnya
kebersihan objek wisata, sanitasinya
serta pengelolaan sampah. Selain itu,
perhatian pemerintah dalam
pengembangan pariwisata Pantai Dewa
Ruci Jatimalang juga ditunjukkan
dengan pelatihan manajemen pokdarwis
Pelatihan  tentang  kuliner  juga
memberikan ilmu dalam menjalankan
usaha kuliner agar makanan Yyang
disajikan terjamin dan kebersihan
lingkungan terjaga.

3. Desain Kelembagaan

Penetapan aturan dasar dalam bekerja
sama dengan berbagai pihak diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 6 tahun 2009 dan
Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2019
tentang Desa Wisata yang menjadi dasar
dalam pendampingan dan kerja sama
pengembangan pariwisata Pantai Dewa
Ruci Jatimalang. Sementara itu, aturan
dasar dalam pengembangan Pariwisata
Pantai Dewa Ruci Jatimalang diatur
dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan

Jarak Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purworejo. Artinya,
kolaborasi dalam pengembangan

pariwisata yang ada di Pantai Dewa Ruci

4. Proses Kolaboratif

a. Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka pelaksanaan
collaborative governance
pengembangan pariwisata Pantai Dewa
Ruci Jatimalang ini sudah berjalan
dengan forum-forum musyawarah ketika
akan dilaksanakan kegiatan dan juga
sudah dilakukan pertemuan informal.
Pelaksanaan forum musyawarah ini
dihadiri oleh pemerintah desa, pokdarwis
dan perwakilan pelaku usaha. Tetapi,
pertemuan yang dilaksanakan secara
kondisional dan situasional tersebut
menyebabkan komunikasi dan

koordinasi yang buruk antar pemangku
kepentingan. .

b. Membangun Kepercayaan
Membangun kepercayaan dalam proses

kolaboratif yang dilakukan Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Purworejo, Pemerintah Desa
Jatimalang, Pokdarwis Dewa Ruci dan
swasta/ pelaku usaha kuliner sudah
berjalan cukup baik dibuktikan dengan
keterlibatan semua pihak dalam upaya
penyelesaian masalah yang dihadapi dan
pengembangan kawasan Pantai Dewa
Ruci Jatimalang. Proses membangun
kepercayaan juga dibuktikan dengan
keseriusan dan aksi nyata dari pihak-
pihak yang terlibat dalam pengembangan
pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang.
Misalnya, Dinas Kepemudaan, Olahraga
dan Pariwisata dalam membangun,
memberikan pelatihan dan memberkan
saran kepada pihak-pihak lain untuk
kemajuan pariwisata Pantai Dewa Ruci
Jatimalang.

c. Komitmen dalam Proses
Kolaborasi
Komitmen para pemangku kepentingan
dalam kolaborasi pengembangan
pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang
masih kurang kuat dan pelaksanaan di
lapangan harus lebih ditingkatkan.
Proses membangun komitmen tersebut
membutuhkan waktu dan usaha yang
lebih. Masyarakat sekitar Pantai Dewa
Ruci Jatimalang sangat mendukung
dalam setiap kegiatan yang diadakan
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Purworejo. Masyarakat selalu

dilibatkan dalam pengamanan dan
menciptakan kenyamanan bagi
wisatawan. Pokdarwis Dewa Ruci

menyatakan memiliki komitmen yang
kuat. Namun, memang dalam



pelaksanaannya komitmen pokdarwis
terutama  dalam  penataan  parkir
penerapannya masih jauh dari harapan.
Pokdarwis sebagai pengelola kawasan
parkir masih mengarahkan parkir ke
lokasi-lokasi yang sebenarnya sudah
diberikan tanda larangan parkir.

d. Pemahaman Bersama
Pemahaman bersama dalam
pengembangan Pantai Dewa Ruci
Jatimalang adalah semua pihak ingin
memajukan pariwisata Pantai Dewa Ruci
Jatimalang. Pemahaman bersama sangat
diperlukan dalam proses pencapaian
tujuan bersama karena pemahaman
bersama yang kurang maksimal dapat
memunculkan masalah-masalah baru di
kemudian hari. Upaya penataan dan
rebranding kawasan pantai  harus
melibatkan ~ semua  pihak, yaitu
pemerintah desa, pokdarwis dan pelaku
usaha. Selain itu, juga terdapat
permasalahan mengenai relokasi pelaku
usaha di sini karena kios atau plaza
kuliner yang dibangun oleh pemerintah
tidak sesuai dengan jumlah pelaku usaha
yang saat ini. Proses relokasi harus
memberikan pemahaman yang kuat
mengenai manfaat-manfaat yang akan
diperoleh ataupun manfaat yang akan
diberikan untuk kemajuan kawasan
pantai.

e. Hasil Sementara
Proses kolaboratif dalam pengembangan
pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang
ini akan terus dilakukan. Hasil sementara
yang dapat dilihat dari pengembangan
pariwisata di sini adalah adanya
pembangunan gazebo, pembangunan
plaza kuliner, pembangunan jogging
track, tempat sampah dan Early Warning
System (EWS). Rencana strategis dalam
pengembangan pariwisata Pantai Dewa
Ruci Jatimalang tercantum dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo

nomor 11 tahun 2021 tentang RPJMD
Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026.

Pembangunan di kawasan Pantai
Dewa Ruci Jatimalang dilakukan oleh
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata dan dikelola oleh Kelompok
Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewa Ruci.
Tetapi, dalam pengelolaannya masih
belum optimal karena masih banyak
fasilitas-fasilitas yang tidak terawat
dengan baik, khususnya pada fasilitas
yang jauh dari akses jalan utama pantai,
yakni  panggung  kesenian.  Hasil
sementara yang terlihat dalam kolaborasi
pengembangan pariwisata Pantai Dewa
Ruci Jatimalang dapat membantu
evaluasi pelaksanaannya sehingga dapat
meningkatkan  efektivitas  program-
program dan kegiatan-kegiatan di masa
yang akan datang.

B. Kiriteria Keberhasilan
Collaborative Governance dalam
Pengembangan Pariwisata Pantai
Dewa Ruci Jatimalang

1. Network Structure

Network Structure dalam pengembangan

pariwisata sudah terlaksana dengan baik.

Pembentukan struktur jaringan

kolaborasi bersifat kondisional yang

dilaksanakan ketika akan dilaksanakan
kegiatan-kegiatan besar atau terdapat

kepentingan-kepentingan tertentu.
Pelaksanaan  forum  diskusi  telah
melibatkan semua pemangku

kepentingan  yang terlibat dalam
pengembangan pariwisata Pantai Dewa
Ruci  Jatimalang, tinggal  Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Purworejo melakukan upaya
untuk melakukan pertemuan ataupun
musyawarah  yang terjadwal agar
pengembangan pariwisata Pantai Dewa
Ruci dapat dievaluasi secara bertahap.



2. Commitment to a common purpose
Komitmen dalam pencapaian tujuan
antar pihak-pihak yang terlibat dalam
upaya pengembangan pariwisata ini
harus dilakukan  oleh  pemegang
kekuasaan yang dalam hal ini adalah
Pemerintah Daerah Kabupaten
Purworejo dan Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Purworejo. Komitmen para pemangku
kepentingan dalam kolaborasi antara
para pemangku kepentingan yang
terlibat dalam pengembangan pariwisata
Pantai Dewa Ruci Jatimalang belum
cukup kuat. Aktor-aktor yang terlibat
dalam pengembangan pariwisata Pantai
Dewa Ruci Jatimalang masih perlu
meningkatkan komitmen dan
implementasi di lapangan terkait tujuan-
tujuan pengembangan pariwisata
sehingga menciptakan pariwisata yang
berkelanjutan.

3. Trust among the participants

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Purworejo
berupaya membangun rasa percaya dari
pemerintah desa dan pokdarwis dengan

memberikan ruang diskusi terkait
permasalahan-permasalahan yang
dihadapi dalam pengembangan

pariwisata. Pemerintah Desa Jatimalang
dan Pokdarwis Dewa Ruci memiliki
kepercayaan terhadap Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Purworejo mengikuti arahan
dari dinas untuk pelaksanaan diskusi
atau musyawarah. Pemerintah desa dan
pokdarwis memberikan kepercayaan
kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga
dan Pariwisata Kabupaten Purworejo
dalam melakukan pemungutan retribusi
tiket masuk sesuai degan Peraturan
Daerah yang berlaku. Kepercayaan antar
pemangku kepentingan menjadi sangat
penting dalam proses kolaborasi untuk
mencapai tujuan bersama.

4. Governance

Kejelasan tata kelola dalam kegiatan
promosi adalah sudah dilaksanakan
beberapa  pemangku kepentingan.
Kegiatan promosi bermanfaat untuk
perkembangan  pariwisata  sehingga
semakin banyak diminati oleh wisatawan,
baik wisatawan domestik maupun
wisatawan mancanegara. Upaya dari
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata adalah setiap tahunnya
melakukan pelatihan pemasaran kepada
seluruh pengelola desa wisata yang ada,
tetapi dalam penerapan ilmunya masih
jauh dari kata maksimal. Selain
memberikan pelatihan, Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Purworejo juga membantu
kegiatan pemasaran pariwisata dengan
mengadakan kegiatan atau event di
daerah destinasi wisata.

5. Acces to authority

Akses terhadap kekuasaan ini belum
dilaksanakan dengan optimal oleh
pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan
forum-forum musyawarah atau
pertemuan dengan masyarakat yang
belum rutin menyebabkan kesulitan bagi
masyarakat untuk menyuarakan aspirasi
dan keluhannya. Keluhan-keluhan dari
masyarakat  cenderung  disampaikan
kepada Pemerintah Desa Jatimalang
dengan harapan disampaikan kepada
dinas terkait dan pemerintah daerah.
Pemerintah Daerah Kabupaten
Purworejo telah berupaya memberikan
ruang pengaduan melalui  website
Pemerintah Daerah Kabupaten
Purworejo  (https://purworejokab.go.id)
tetapi kemampuan masyarkat dalam
mengakses ruang tersebut masih sangat
minim.

6. Distributive accountability

Pembagian peran dan tanggung jawab
atau distributive accountability dalam
kolaborasi pengembangan pariwisata di


https://purworejokab.go.id/

Pantai Dewa Ruci Jatimalang telah
terdapat pembagian peran dan tanggung
jawab masing-masing pemangku
kepentingan. Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Pariwisata memiliki peran
dalam melakukan pembangunan,
kegiatan promosi, pembinaan dan
pelatihan kepada pelaku usaha serta
melakukan pemungutan retribusi
pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang.

Pemerintah  Desa  Jatimalang
memiliki peran dalam memantau dan
memberikan usulan terkait kekurangan-
kekurangan dalam pariwisata. Para
pelaku usaha kuliner memiliki komitmen
dalam memberikan kenyamanan kepada
para wisatawan untuk tetap bisa
menikmati pemandangan dengan sajian

kuliner maupun makanan ringan.
Pokdarwis  memiliki peran dalam
membantu  pengelolaan  pariwisata,

pengelolaan infrastruktur, pengelolaan
parkir kendaraan pengunjung, terlibat
dalam event-event dan pengamanan.
Pembagian peran dan tanggung jawab
semua pemangku kepentingan yang
saling berkesinambungan dapat
mempermudah dalam pencapaian tujuan
bersama dalam pengembangan
pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang.

7. Information sharing

Dalam aspek keterbukaan informasi
antara pemangku kepentingan sudah
saling bertukar informasi atau data, baik
dalam forum musyawarah maupun
ketika data tersebut dibutuhkan. Ketika
Pemerintah desa maupun pokdarwis
membutuhkan suatu data informasi
mengenai data  kunjungan jumlah
wisatawan, penerimaan atau yang
lainnya tinggal meminta kepada Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata juga memiliki situs website
maupun instagram yang berisi informasi-
informasi pariwisata dan dapat diakses
semua pihak kapanpun dan di manapun.

Akan tetapi, dalam aspek keterbukaan
informasi  pembagian hasil retribusi
masuk wisata masih tidak jelas semenjak
dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 12
tahun 2012.

8. Acces to resources

Sumber daya manusia dalam kolaborasi
pengembangan pariwisata Pantai Dewa
Ruci Jatimalang dari setiap pemangku
kepentingan sudah mencukupi karena

setiap organisasi mengirimkan
perwakilannya dalam setiap forum
diskusi.

Pelaksanaan  kolaborasi  terkait
ketersediaan keuangan dalam

pengembangan pariwisata Pantai Dewa
Ruci Jatimalang berasal dari APBD
Pemerintah Daerah Kabupaten
Purworejo yang disusun melalui rencana
strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga
dan Pariwisata Kabupaten Purworejo
dan bantuan dari Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif berupa Dana
Alokasi Khusus (DAK). Selain itu,
Pemerintah Daerah juga mendapatkan
hasil pemungutan retribusi masuk wisata
Pantai Dewa Ruci Jatimalang yang
kemudian pembagian hasilnya untuk
pemerataan di seluruh desa di Kabupaten
Purworejo dan sebagian  menjadi
kewenangan pemerintah daerah.
Pembagian hasil dari pendapatan
pemungutan retribusi wisata Pantai
Dewa Ruci Jatimalang tidak memiliki
kejelasan setelah terdapat pencabutan
Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012.
Sebelumnya pembagian retribusi 30%
untuk desa lokasi tempat wisata, 30%
untuk seluruh desa di Kabupaten
Purworejo dan 40% untuk Pemerintah
Daerah Kabupaten Purworejo. Tetapi
setelah peraturan daerah tersebut dicabut,
pembagian hasil retribusi dan pajak
daerah untuk desa berdasarkan Peraturan
Bupati Nomor 39 tahun 2019 menjadi
60% untuk seluruh desa di Kabupaten
Purworejo dan 40% menjadi



kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Purworejo. Oleh karena itu,
Pemerintah Desa Jatimalang dan
pokdarwis tidak mendapatkan bagi hasil
yang adil untuk menunjang
pengembangan pariwisata Pantai Dewa
Ruci Jatimalang.

PENUTUP

A. Kesimpulan
Collaborative ~ Governance
Pengembangan  Pariwisata
Dewa Ruci Jatimalang
Implementasi collaborative governance
dalam pengembangan pariwisata Pantai
Dewa Ruci Jatimalang dilaksanakan
dengan cukup baik, Kondisi awal
collaborative governance didukung oleh
potensi wisata yang ada di Pantai Dewa
Ruci Jatimalang. Seluruh pemangku
kepentingan dalam kolaborasi menyadari
bahwa pekerjaan dalam pengembangan
pariwisata tidak dapat dilakukan sendiri
sehingga membutuhkan kerja sama dari
semua pihak yang terlibat. Pihak yang
terlibat dalam pengembangan pariwisata
Pantai Dewa Ruci adalah Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Purworejo, Pemerintah Desa
Jatimalang, Pokdarwis Dewa Ruci, dan
swasta/ pelaku usaha kuliner.

Peran  kepemimpinan  dalam
collaborative governance
pengembangan pariwisata Pantai Dewa
Ruci dilaksanakan oleh Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Purworejo. Aspek
pemecahan masalah dilaksanaan melalui
forum diskusi atau musyawarah.. Aspek
pemberdayaan atau upaya memberikan
bimbingan kepada para pemangku
kepentingan sudah dilaksanakan oleh
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Purworejo berupa
pelatihan kebersihan lingkungan, sanitasi,
pengelolaan sampah, pelatihan kuliner
bagi pelaku usaha kuliner dan pelatihan
manajemen pokdarwis.

dalam
Pantai

Desain  Kelembagaan  untuk
penetapan aturan dasar dalam bekerja
sama dengan berbagai pihak diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 6 tahun 2009 dan
Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2019
tentang Desa Wisata yang menjadi dasar
dalam pendampingan dan kerja sama
pengembangan pariwisata Pantai Dewa
Ruci Jatimalang. Sementara itu, aturan
dasar dalam pengembangan Pariwisata
Pantai Dewa Ruci Jatimalang diatur
dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan
Jarak Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026.
Akan tetapi, aturan tentang pembagian
hasil retribusi pariwisata masih belum
jelas.

Proses kolaboratif pada
collaborative governance
pengembangan pariwisata Pantai Dewa
Ruci Jatimalang dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan proses kolaboratif
didukung oleh proses dialog tatap muka
dalam forum-forum musyawarah formal
dan  peretemuan informal  yang
dilaksanakan secara situasional dan
kondisional. Proses membangun
kepercayaan sudah berjalan cukup baik
dengan keterlibatan semua pihak dalam
upaya penyelsaian masalah  yang
dihadapi dan pengembangan kawasan
pantai. Hasil sementara yang dapat
dilihat dari pengembangan pariwisata di
sini adalah adanya pembangunan
infrastruktur ~ pendukung  pariwisata.
Pembangunan dilakukan oleh Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
dan dikelola oleh Pokdarwis Dewa Ruci.
Hasil sementara yang terlihat dalam
kolaborasi pengembangan pariwisata
Pantai Dewa Ruci Jatimalang dapat
membantu  evaluasi  pelaksanaannya
sehingga dapat meningkatkan proses-
proses di masa yang akan datang.



Kriteria Keberhasilan Collaborative

Governance dalam Pengembangan
Pariwisata Pantai Dewa Ruci
Jatimalang

Kriteria keberhasilan yang mendukung
pelaksanaan collaborative governance
dalam pengembangan pariwisata Pantai
Dewa Ruci Jatimalang ada lima, yakni (1)
Network structure dalam pengembangan
pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang
telah melibatkan berbagai pihak, yakni
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata ~ Kabupaten Purworejo,
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
Dewa Ruci dan masyarakat pelaku usaha
di kawasan Pantai Dewa Ruci Jatimalang.
(2) Trust to the among participants yang
kuat penting karena kepercayaan antar
pemangku kepentingan sangat penting
dalam proses kolaborasi dalam rangka
mencapai tujuan bersama. (3)
Distributive accountability yang jelas
antar pemangku kepentingan karena
terdapat pembagian peran dan tanggung
jawab dalam pengembangan pariwisata
Pantai Dewa Ruci Jatimalang. (4)
Information sharing dalam kolaborasi
antara pemangku kepentingan sudah
saling bertukar informasi atau data, baik
dalam forum musyawarah maupun
ketika data tersebut dibutuhkan. (5)
acces to resources mengenai
ketersediaan sumber daya manusia dan
sumber daya keuangan yang sudah
dimiliki, dapat dilanjukan dengan
mengoptimalkan potensi-potensi yang
sudah ada.

Terdapat tiga aspek yang bukan

merupakan kriteria keberhasilan
collaborative governance
pengembangan pariwisata di Pantai
Dewa Ruci Jatimalang, vyakni (1)

Commitment to a common purpose
karena kurang kuatnya komitmen para
pemangku kepentingan. (2) Governance
atau kejelasan tata kegiatan promosi
yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Purworejo masih belum terdapat akun
khusus untuk mempromosikan
pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang.
(3) Acces to authority juga bukan
merupakan kriteria keberhasilan
collaborative governance
pengembangan pariwisata Pantai Dewa
Ruci Jatimalang karena forum-forum
musyawarah atau pertemuan dengan
masyarakat yang belum rutin
menyebabkan kesulitan bagi masyarakat

untuk  menyuarakan  aspirasi  dan
keluhannya.
B. Saran
Collaborative =~ Governance  dalam
Pengembangan Pariwisata Pantai

Dewa Ruci Jatimalang

1. Desain kelembagaan
Diperlukan aturan yang jelas dan
tegas untuk mengatur pembagian
hasil retribusi masuk pariwisata
Pantai Dewa Ruci Jatimalang.

2. Dialog tatap muka
Meningkatkan ~ koordinasi  dan
komunikasi dengan pihak lain yang
turut serta dalam pengembangan
pariwisata dengan melaksanakan
kegiatan monitoring dan evaluasi
rutin untuk memantau pencapaian
tujuan, mengidentifikasi hambatan
dan meningkatkan efektivitas serta

efisiensi  dalam  pengembangan
pariwisata Pantai Dewa Ruci
Jatimalang.

Kriteria Keberhasilan Collaborative

Governance dalam Pengembangan

Pariwisata Pantai Dewa Ruci

Jatimalang

1. Commitment to a common purpose
Memberikan pelatihan dan
sosialisasi kepada pelaku pariwisata
tentang pengelolaan pariwisata yang
berkelanjutan  dan  bertanggung
jawab kolaborasi pengembangan



pariwisata Pantai Dewa Ruci
Jatimalang  dapat  dilaksanakan
secara optimal.

2. Governance

Meningkatkan kegiatan promosi
pariwisata dengan memanfaatkan
teknologi dan media sosial yang
sudah ada. Diperlukan sosialisasi
dan pendampingan dalam
pemanfaatan  teknologi  sebagai
media promosi sehingga dapat
menciptakan suatu strategi promosi
yang kuat dan kreatif untuk menarik
minat wisatawan.

3. Acces to authority
Meningkatkan partisipasi seluruh
pemangku  kepentingan  melalui
forum  pengambilan  keputusan,
forum-forum pertemuan. Selain itu,
perlu dilakukan sosialisasi tentang
media-media yang disediakan oleh

pemerintah daerah untuk
menampung aspirasi dan keluhan-
keluhan ~ masyarakat  sehingga

kekurangan-kekurangan.
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